


KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 

Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan 

FKP yang telah dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024. 

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran 

opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Dinas 

Sosial Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan 

FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai 

upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 

2024 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat 

menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di 

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. 

 
 
 
 
 

Gorontalo, 20 Mei 2024 

KEPALA DINAS 

 
 

SAGITA WARTABONE, ST, MM  
NIP. 197112052002122006 
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A. PENDAHULUAN 

 
 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik 

khususnya dalam pelayanan sosial diperlukan peran serta penyelenggara 

pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna / penerima pelayanan 

sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

adil, transparan dan akuntabel. Sebagai unit penyelenggara pelayanan 

publik, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo juga dituntut untuk bisa memberikan 

pelayanan prima kepada seluruh masyarakat baik bantuan social individu 

maupun kelompok, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan 

yang mudah dan cepat kepada masyarakat. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan 

publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban 

masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik 

yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. 

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya 

koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan 

masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi 

Publik atas Kebijakan Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei 

Kepuasan Masyarakat, Pengaduan dan Konsultasi serta Evaluasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara keseluruhan   dengan harapan 

bisa memperbaiki sistem pelayanan yang sudah    berjalan bisa menjadi lebih 

baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Forum Konsultasi Publik ini difasilitasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan Sosial. 

Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana 

masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada 

penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku 

pengguna layanan. 

 

2. Tujuan dan Manfaat 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara 

pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, 

penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh 
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penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
B. Manfaat 

1. Manfaat dari pelaksanaan FKP secara umum adalah menyelaraskan 

kemampuan penyelenggara layanan sesuai harapan publik, atau 

meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2. Manfaat FKP bagi penyelenggara pelayanan : 

a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan. 

b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka 

perumusan maupun perbaikan kebijakan. 

c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut 

serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan. 

d. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara 

pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang 

ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik. 

3. Manfaat FKP bagi publik : 

a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang 

– Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan 

atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan. 

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 
3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi : 

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik 

2. Reviu Standar Pelayanan 

3. Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat 

4. Reviu Pengaduan dan Konsultasi 

5. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik  

 
4. Dasar Pelaksanaan 

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 
 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu : Senin, 20 Mei 2024 

b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Q Kota Gorontalo  

 
2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara FKP: Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas 

Sosial Provinsi Gorontalo. 

b. Peserta FKP : 50 orang 

 
3. Metode Pelaksanaan FKP 

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik berbentuk Tatap Muka 

yaitu melalui Rapat Bersama yang merupakan pertemuan formal antara 

penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara 

pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan 

yang akan atau sudah ditetapkannya. 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain : 

a. Penyelenggara layanan 

b. Pengguna layanan 

c. Stakeholder pelayanan publik 

d. Ahli / Praktisi 

e. Organisasi Masyarakat Sipil 

f. Media massa 

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai 

alur sebagai berikut : 

A. Pra Pelaksanaan 

1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP. 

2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan 

acara). 

3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema / isu 

permasalahan. 

B. Pelaksanaan 

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai 

berikut : 

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi. 
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2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan 

mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan 

rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan. 

3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan 

masalah dari tema / isu tertentu. 

4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara 

berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat. 

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta 

FKP. 

2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil 

tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP. 

3. Kepala Dinas memantau komitmen perbaikan. 

4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP. 

5. Monitoring dan evaluasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi 

Gorontalo sebagai Pendamping    

6. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB. 

 
4. Susunan Acara FKP 

 
Hari / Tanggal Waktu Kegiatan PIC 

Senin / 20 
Mei 2024 

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta FKP Panitia 
09.00 – 09.10 Pembukaan Seksi Acara 

09.10 – 09.15 Safety Briefing Seksi Acara 

09.15 – 09.20 Memperdengarkan Lagu 
Indonesia Raya 

Seksi Acara 

09.20 – 09.25 Doa Yanto Payuyu 

09.25 – 09.30 Sambutan dan 
Arrahan Kepala 
Dinas Sosial 
Provinsi Gorontalo 

Kepala Dinas                   
(Sekdis) 

09.30 – 09.35 Snack Pagi    Seksi Acara  

09.35 – 09.40 Pengenalan Moderator Seksi Acara 

09.40 – 09.55 Presentasi 1 (Profil 
Dinas Sosial 
Provinsi 
Gorontalo) 

Narasumber 1 
(Sekdis) 

09.55 – 10.10 Presentasi 2 (Forum 
Konsultasi Publik) 

Narasumber 2 
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   (Sekdis dan 
Kasub Umum 
dan 
Kepegawaian) 

10.10 – 11.30 Diskusi Moderator 

11.30 – 11.45 Penyusunan Rencana 
Perbaikan 

Moderator 

11.45 – 11.55 Penandatanganan 
Komitmen dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Forum Konsultasi 
Publik oleh 
Unsur 
Penyelenggara 
Pelayanan Publik, 

Moderator 

11.55 – 12.00 Makan Siang/ Penutupan Seksi Acara 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 
 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang 

dilakukan dengan Tatap Muka melalui Rapat Bersama antara penyelenggara 

layanan publik dengan publik diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan diskusi tersebut. Adapun 

masukan, aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain 

mencakup : 

a. Layanan Data dan Informasi belum tersosialisasikan kepada masyarakat  

b. Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala dan 

hambatan   

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian 

Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian 

Gratis Berhadiah (UGB)    

d. Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui 

Masyarakat  

e. Bahwa sarana dan prasarana di kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

perlu di tingkatkan.     

   
2. Analisis 

Masyarakat saat ini makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai 

penerima layanan. Dinas Sosial dituntut untuk bisa memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat sangat 

diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan, 

maka akan semakin banyak masukan, aspirasi bahkan keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya 

forum dialog untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas layanan Dinas Sosial 

Provinsi Gorontalo agar semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan 

kepada publik. 
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Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dilakukan analisis untuk 

menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik antara lain : 

a. Belum optimalnya Layanan Data dan Informasi  

1. Belum berfungsinya dengan baik media social berupa website, 

facebook,Instagram dan tiktok yang merupakan media informasi  

2. Belum adanya sistem yang memuat Sistem Informasi Manajemen 

Data Program Keluarga Penerima Manfaat Provinsi Gorontalo. 

Pengolahan data program pemberian bantuan berupa uang tunai 

atau bantuan sosial lainnya kepada Rumah Tangga berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jaring Pengaman 

Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di 

daerah epicentrum.     

b. Layanan Pengangkatan Anak Dalam Panti sering mengalami kendala 

dan hambatan   

Beberapa kendala atau hambatan yang dialami selama proses 

adopsi anak dapat menyebabkan proses aplikasi adopsi menjadi sulit atau 

memakan waktu. Pelaksanaan pengangkatan anak terkendala oleh 

permasalahan internal dan eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut:    

Faktor Kendala dan Hambatan 

Internal  Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 
a. Belum adanya lembaga pengasuhan anak 

milik pemerintah 
b. Alokasi anggaran hanya sekali dalam setahun  
c. Jumlah pekerja sosial yang kurang 

Eksternal  a. Calon Anak Angkat  
Sulit berkomunikasi dengan anak untuk 
mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara 
psikologis bahwa anak tersebut terlihat 
nyaman dengan calon orang tua angkatnya. 

b. COTA (Calon Orang Tua Angkat) 
Hambatan yang sering terjadi pada COTA yaitu 
dalam hal melengkapi berkas-berkas yang 
membutuhkan waktu cukup lama. Selain harus 
menyiapkan data pribadi, COTA juga harus 
mencari surat keterangan dari berbagai 
instansi sesuai yang dipersyaratkan. 
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c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Layanan Pemberian 

Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/ atau Barang (PUB) dan Undian 

Gratis Berhadiah (UGB) 

1. Sosialisasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan Undian 

Gratis Berhadiah (UGB) sudah tidak maksimal di karenakan alokasi 

anggaran yang tidak tersedia  

2. Ketidak tahuan penyelenggara baik itu kelompok masyarakat ataupun 

perusahaan bahwa Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) dan 

Undian Gratis Berhadia (UGB) harus berizin  

3. Pada saat melakukan pengajuan izin ada biaya administrasi yang harus 

diselesaikan sehingga banyak perusahaan atau kelompok masyarakat 

lalai melaksanakan kegiatan tersebut       

 
 

d. Proses yang panjang untuk Layanan Pengangkatan Anak Melalui 

Masyarakat  

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Secara garis besar, tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap 

persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta 

Nikah, dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang 

tua kandungnya. Dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada 

Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat. Jika 

calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka 

Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon 

orang tua angkat selama 6 bulan. Jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat 

dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat 

mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan 

anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.Jika penetapan 

pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan 

pinggir pada akata kelahiran anak yang diangkat.Catatan pinggir yang dimaksud 

adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah 

diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri 

maupun Pengadilan Agama 
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e. Bahwa sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

perlu di tingkatkan 

Untuk menindaklanjuti sarana dan prasarana yang masih belum optimal, 

maka Dinas Sosial akan melaksanakan langkah - langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan penghijauan di area halaman dinas sosial, untuk kenyamanan 

masyarakat ketika berkunjung. 

2. Melakukan penataan parkir baik roda dua maupun roda empat agar lebih 

tertata rapi dan tidak membingungkan masyarakat yang akan masuk atau 

berkunjung. 

3. Pemasangan guding blok untuk difabel (tuna netra), penataan front office, 

ruang bermain anak, ruangan laktsi untuk ibu menyusui, kursi tamu prioritas 

kelompok rentan, perbaikan sanitasi (WC) untuk tamu.  

4. Melakukan perbaikan saluran air yang tersumbat akibat curah hujan yang 

besar yang menimbulkan genangan air di sekitar halaman kantor 
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3. Rencana Aksi 

 
No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi 

Perbaikan 
Jangka 
Waktu 
Penyelesaian 

1. Belum optimalnya 
Layanan Data dan 
Informasi 

Melakukan tindak lanjut 
Pembuatan aplikasi website e-
jps (Jaring Pengaman Sosial)  

1 Bulan  

2. Layanan Pengangkatan 
Anak Dalam Panti 
sering mengalami 
kendala dan hambatan 

Melaksakan Bimtek terkait 
Prosedur Pengasuhan 
alternative  

Tahun 2024 

3. Kurangnya 
pengetahuan 
masyarakat terhadap 
Layanan Pemberian 
Rekomendasi 
Pengumpulan Uang 
dan/ atau Barang 
(PUB) dan Undian 
Gratis Berhadiah 
(UGB) 

Mengadakan kerjasama    
dengan instansi / BUMN / 
BUMD / lembaga lainnya serta 
kelompok masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi   

3 bulan 

4. Proses yang panjang 
untuk Layanan 
Pengangkatan Anak 
Melalui Masyarakat 

Melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah l Kabupaten/kota  

3 bulan 

5. Bahwa sarana dan 
prasarana kantor Dinas 
Sosial Provinsi 
Gorontalo perlu di 
tingkatkan 

Melengkapi sarana dan 
prasarana sesuai dengan saran 
dan masukan. 

Tahun 2024  
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D. PENUTUP 

 
 

Dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan dapat dihasilkan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini bisa menjadi acuan dalam 

menetapkan kebijakan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan 

masyarakat di Dinas Sosial. 

2. Dari penyelenggaraan FKP ini, diperoleh masukan bagi Dinas Sosial untuk dapat 

meningkatkan layanan publik baik dari segi produk maupun kualitas layanan. 

3. Masyarakat pada prinsipnya ingin mendapatkan layanan sesuai standar 

pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, serta memperoleh 

fasilitas yang nyaman dalam hal pelayanan. 

4. Dinas Sosial untuk bisa segera menindaklanjuti setiap permasalahan yang 

dihadapi sesuai dengan harapan masyarakat. 

5. Dinas Sosial akan melakukan perbaikan mutu layanan melalui inovasi untuk 

mempermudah proses layanan dan meningkatkan kualitas layanan lebih baik 

lagi. 

6. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat membantu 

dalam memberikan pelayanan secara paripurna. 

7. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan 

agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan. 

 
Gorontalo, 20 Mei 2024 

KEPALA DINAS  

 
 

SAGITA WARTABONE, ST.MM 
NIP. 197112052002122006 
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS SOSIAL  
               Jalan Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara                      

    Kota Gorontalo Telp (0435) 827061 
 
 

 

 

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 
 

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh Empat, 

telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. 

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut : 

 
No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi 

Perbaikan 
Jangka Waktu 
Penyelesaian 

1. Belum optimalnya 
Layanan Data dan 
Informasi 

Melakukan tindak lanjut 
Pembuatan aplikasi website e-
jps (Jaring Pengaman Sosial)  

1 Bulan  

2. Layanan Pengangkatan 
Anak Dalam Panti 
sering mengalami 
kendala dan hambatan 

Melaksakan Bimtek terkait 
Prosedur Pengasuhan 
alternative  

Tahun 2024 

3. Kurangnya 
pengetahuan 
masyarakat terhadap 
Layanan Pemberian 
Rekomendasi 
Pengumpulan Uang 
dan/ atau Barang 
(PUB) dan Undian 
Gratis Berhadiah 
(UGB) 

Mengadakan kerjasama    
dengan instansi / BUMN / 
BUMD / lembaga lainnya serta 
kelompok masyarakat dalam 
bentuk sosialisasi   

3 bulan 

4. Proses yang panjang 
untuk Layanan 
Pengangkatan Anak 
Melalui Masyarakat 

Melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah l Kabupaten/kota  

3 bulan 

5. Bahwa sarana dan 
prasarana kantor Dinas 
Sosial Provinsi 
Gorontalo perlu di 
tingkatkan 

Melengkapi sarana dan 
prasarana sesuai dengan saran 
dan masukan. 

Tahun 2024  

 
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan 

rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti perbaikan tersebut 

sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 



Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi 

progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan 

sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati 

bersama. 

 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 
Gorontalo, 20 Mei 2024 

 
Nama Perwakilan Tanda Tangan 

   

 
 
 

  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

Kepala Dinas  Sekretaris Dinas Sosial  
 

 
 
 

 

   SAGITA WARTABONE, ST MM  Drs. RONI RADEN MAMU 
NIP. 197112052002122006 NIP. 196902211994031007 



 

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 

DINAS SOSIAL  
               Jalan Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara                      

    Kota Gorontalo Telp (0435) 827061 
 
 

 

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik, yang telah ditandatangani 

pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan     mei tahun dua ribu dua puluh empat, 

berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, 

antara lain : 

 
No Rekomendasi dan 

Target Penyelesaian 
Tindak Lanjut Penjelasan 

1. Belum optimalnya 
Layanan Data dan 
Informasi 

Melakukan tindak lanjut Pembuatan 
aplikasi website e-jps (Jaring Pengaman 
Sosial)  

1 Bulan  

2. Layanan Pengangkatan 
Anak Dalam Panti sering 
mengalami kendala dan 
hambatan 

Melaksakan Bimtek terkait Prosedur 
Pengasuhan alternative  

Tahun 2024 

3. Kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap 
Layanan Pemberian 
Rekomendasi 
Pengumpulan Uang dan/ 
atau Barang (PUB) dan 
Undian Gratis Berhadiah 
(UGB) 

Mengadakan kerjasama    dengan instansi / 
BUMN / BUMD / lembaga lainnya serta 
kelompok masyarakat dalam bentuk 
sosialisasi   

3 bulan 

4. Proses yang panjang 
untuk Layanan 
Pengangkatan Anak 
Melalui Masyarakat 

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah 
Kabupaten/kota  

3 bulan 

5. Bahwa sarana dan 
prasarana kantor Dinas 
Sosial Provinsi 
Gorontalo perlu di 
tingkatkan 

Melengkapi sarana dan prasarana sesuai 
dengan saran dan masukan. 

Tahun 2024  

 
Demikian Laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 
Gorontalo, 20 Mei 2024 

 
Kepala Dinas Sekretaris 

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

 
 
 

SAGITA WARTABONE, ST. MM  Drs. RONI RADEN MAMU 
NIP. 197112052002122006 NIP. 196902211994031007 



 



 



 



 



 



 





DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO 

SENIN, 20 MEI 2024 

 

 
1. Sambutan dan Pengarahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang diwakili 

oleh Sekretaris Dinas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kepala Dinas saat memberikan arahan. 

 



3. Presentasi 

 

 
4. Diskusi 

 



5. Penandatanganan Komitmen dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik 

oleh Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 



6. Penutup 

 


